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BAB III
TINJAUAN TEORITIS TENTANG EFEKTIVITAS PENANGANAN
ANAK TERLANTAR
A. Konsep Efektivitas
1. Pengertian Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil
atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer
mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau
menunjang tujuan.
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran
yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.
Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah
ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno
Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah
pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.
Berikut beberapa ulasan mengenai Teori Efektivitas Menurut Para Ahli :
a. Menurut Ravianto (1989:113)
“Pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan,
sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.
Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan
perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat
dikatakan efektif”.
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b. Georgopolous dan Tannembaum (1985:50)
“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan
suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi
tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.
Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah
sasaran maupun tujuan.”
Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan
bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana
target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Pengertian efektivitas ini lebih
berorientasi kepada keluaran atau hasil. Efektivitas mempunyai hubungan dengan
efesiensi namun tidak berpengaruh terhadap hasil efektivitas. Hal ini sesuai
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan
bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase
target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.
Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui
konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah
perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen
organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan
organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau
dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang
dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta
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metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila
dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif
bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang
bermanfaat.
2. Ukuran Efektivitas
Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat
sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan
tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang
dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman
bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.
Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara
rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun,
jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga
menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu
dikatakan tidak efektif.
Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau
tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu:
a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya
karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan
tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah
“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam
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mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak
tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan
tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya
kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha
pelaksanaan kegiatan operasional.
d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang
apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila
tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan
bekerja.
f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas
organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana
dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan
pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat
sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut
terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
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B. Teori Anak Terlantar
1. Pengertian Anak Terlantar
Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan anak-anak,
situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang
sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi yang
seperti ini bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah saja,
tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit1. Krisis tahap ini adalah
yang paling berat dipikul oleh masyarakat Indonesia karena menghantam
kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Kesejahteraan riil masyarakat Indonesia
menurun tajam selama krisis berlangsung dan akan berimbas pada kondisi sosial
masyarakat2. Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi di kota-kota besar saat
sekarang ini semakin meningkat, terlebih lagi di Kota Pekanbaru. Akibatnya,
muncullah masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu salah-
satunya masalah anak terlantar.
Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk kategori anak
rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children in need
of special protection)3. Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah
untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan
tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak
terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya. Dilihat
dari hak anak-anak ini, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh
1 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.
2 Agus Dwiyanto dkk, Kemiskinan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h.
61-63.
3 Bagong Suyanto, Op.cit, h. 212.
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orangtuanya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan
diri dan mental, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh kebutuhan
jasmani dan rohani, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai4. Ketika hak-hak anak tersebut
tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari orang tuanya maka anak ini dapat
dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang anak yang tidak mempunyai kedua
orang tua atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar, tetapi
seorang anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak
terpenuhi secara wajar atau keseluruhan5.
Ada beberapa sumber yang bisa memberikan kita pemahaman mengenai
defenisi dari anak terlantar ini, yaitu di antaranya :
a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
“Defenisi anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau
berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum”6.
b. Kementerian Sosial RI
“Anak terlantar adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun yang mengalami
perlakuan salah dan ditelantarkan karena sebab tertentu (karena beberapa
kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali
pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau
pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau
4 Ibid, h. 4.
5 Ibid, h. 213
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2005.
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pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan
wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial”7.
c. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
“Dinyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab
orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak
dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun
sosial”8.
d. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”9.
Berdasarkan kondisi anak terlantar yang telah dipaparkan di atas, maka
permasalahan yang dialami oleh anak terlantar dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Anak terlantar turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga
sehingga justru orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna
mencari tambahan untuk keluarga. Hal ini terjadi karena tidak
berfungsinya keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
b. Rendahnya pendidikan orang tua anak terlantar sehingga mereka tidak
mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga ketidaktahuannya
mengenai hak-hak anak.
7 Kementerian Sosial RI, Pola & Mekanisme Pendataan, tahun 2011.
8 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Jakarta:
Kencana, 2010).
9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta:
Kencana. 2010).
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c. Belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalan baik
kebijakan dari kepolisian, Pemda, maupun Departemen Sosial.
d. Belum optimalnya sosial kontrol di dalam masyarakat.
e. Belum berperannya lembaga-lembaga organisasi sosial, serta belum
adanya penanganan yang secara multi sistem base.
f. Lingkungan sosial tempat anak terlantar tinggal tidak mendukung mereka
dari sisi mental psikologis untuk masuk ke sekolah formal.
g. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap potensi dan kreatifitas dari anak
terlantar10.
Hakikatnya, anak memiliki kebutuhan sama seperti halnya manusia biasa.
Pemenuhan kebutuhan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan
mental anak. Orang tua, masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban untuk
memenuhi hak anak tersebut. Permasalahannya adalah orang yang berada di
sekitarnya tidak mampu memenuhi hak anak tersebut. Misalnya, dikarenakan
faktor kemiskinan, orangtua yang sakit, tidak adanya salah satu atau kedua
orangtua. Pada anak terlantar, kebutuhan dan hak anak tersebut tidak dapat
terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu menjadi kewajiban orang tua apabila
masih ada, masyarakat serta pemerintah untuk dapat mengupayakan penanganan
dan perlindungan hak anak agar kebutuhan anak khususnya anak terlantar tersebut
dapat terpenuhi.
10 www.google.com
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2. Ciri-ciri Anak Terlantar
Secara teoritis, penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja
maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran terhadap anak tidak mengenal
alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika anak dibiarkan tidak
memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan pakaian
yang layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya, maka insiden
ini dikatakan penelantaran dan akan dikenakan sanksi bahkan bisa dipidana11.
Sanksi dan pidana ini berupa dicabutnya kuasa asuh anak dan pidana penjara
paling lama 5 tahun atau denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Ketentuan ini telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI
Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang RI
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Adapun ciri-ciri yang menandai seorang anak tersebut dikategorikan
sebagai anak terlantar adalah : pertama, mereka biasanya berusia 5-18 tahun dan
merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu. Kedua, anak yang terlantar
acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian
mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis
maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya. Ketiga, anak yang
kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya
atau keluarga besarnya, sehingga cenderung diperlakukan salah. Keempat, meski
kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak diterlantarkan, tetapi
11 Bagong Suyanto, Loc. Cit, h. 215.
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bagaimanapun juga bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga
dapat menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak
anaknya menjadi terbatas. Kelima, anak yang berasal dari keluarga yang broken
home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi
keluarga yang bermasalah seperti pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkotika,
dan sebagainya12.
Anak-anak terlantar ini sebenarnya banyak mengalami masalah di
lingkungan masyarakat. Sebagai bagian dari kelompok anak rawan, anak terlantar
bukan saja tidak atau kurang dipenuhi hak-hak sosial mereka, tetapi juga rentan
untuk diperlakukan salah, dilanggar haknya dan menjadi korban tindak kekerasan
(child abuse) keluarga, kerabat, dan komunitas sosial di sekitarnya.
Berdasarkan dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri
anak terlantar adalah sebagai berikut :
a. Mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, kasih sayang dan
perlakuan yang baik dari orang tuanya,
b. Sudah tidak memiliki kedua orang tua atau tidak ada orang pengasuh yang
lain,
c. Berasal dari keluarga miskin atau broken home,
d. Tidak terpenuhinya hak-hak anak,
e. Anak yang menghabiskan waktunya untuk bekerja atau bermain di jalanan
atau tempat-tempat umum.
12 Ibid, h. 216.
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Sebagian anak yang terlantar ini, terutama anak yatim atau yatim-piatu,
umumnya mereka tinggal di panti dan hidup di bawah asuhan pengelola panti.
Tetapi, sebagiannya lagi diduga juga banyak yang masih tinggal di luar panti:
hidup di bawah pengasuhan orang tua atau kerabatnya, namun bukan jaminan
bahwa kelangsungan dan upaya pemenuhan haknya sebagai anak benar-benar
terjamin. Yang terpenting itu adalah bagaimana mereka dapat memperoleh
jaminan dan kesempatan untuk dapat tumbuh kembang secara wajar.
C. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar
Peran negara sangat penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
Negara memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya, Negara dalam
menjalankan pemerintahan memiliki konstitusi sebagai hukum dasarnya.
Konstitusi berasal dari bahasa prancis “Constituer” yang maknanya adalah
pembentukan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie konstitusi sebagai hukum
dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara13. Negara
dan masyarakat saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan karena keduanya
memang satu komponen yang bergantung satu sama lain. Negara mengeluarkan
peraturan/kebijakan untuk masyarakat dan masyarakat membutuhkan kebijakan14.
Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi tertulis yang memiliki posisi
tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan
negara, terdapat pemberian kekuasaan kepada negara berupa wewenang atau
13 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h. 198-201.
14 I. Wibowo, Negara dan Masyarakat :Berkaca Dari Pengalaman RRC, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 8.
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kewenangan (Authority)15. Kewenangan ini dibuat oleh pemerintah untuk
mengatur kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kemakmuran dan
kesejahteraan umum.
Untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah perlu memberikan
pelayanan sosial (social service) kepada warga sebagai bentuk tanggungjawab
moral terhadap rakyatnya16, dan juga bertanggung jawab untuk memberikan hak-
hak bagi seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga negara
yang mengalami masalah sosial yakni anak terlantar. Hal ini telah diatur dalam
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan
anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), makna “dipelihara” memiliki kata dasar yang artinya sama dengan
dirawat17. Sehingga negara punya kewajiban untuk memelihara, merawat, dan
membina fakir miskin dan anak terlantar yang dalam hal ini pemerintah dan
masyarakat.
Khususnya pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak
terlantar, maka pemerintah harus memberikan penanganan yang sesuai dengan
kebutuhan hak daripada anak terlantar tersebut, yang mana hak ini menurut
Soedikno Mertokusumo adalah sesuatu kepentingan yang dilindungi hukum dan
memberikan kenikmatan serta keleluasaan kepada individu dalam
melaksanakannya18.
15 Sjachran Basah, Ilmu Negara, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1994), h. 135
16 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan
Kebijakan Sosial, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 53.
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi tahun 2005.
18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, edisi ke 4, cetakan ke 2, (Yogyakarta:
Liberty, 2009) h. 42.
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Masalah anak-anak terlantar ini merupakan turunan dari masalah sosial
yang diderita rakyat kebanyakan seperti kemiskinan dan pengangguran. Peran
aktif pemerintah dalam hal ini dibutuhkan untuk menyatukan, mensinergikan, dan
melipatgandakan seluruh kekuatan jika ingin memenangi perang melawan
kemiskinan, dan menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa ini. Peran
pemerintah yang dimaksudkan adalah dibutuhkan untuk menyatukan dan
menggerakkan seluruh elemen di setiap level atau kalangan. Baik di tingkat
pengambil kebijakan maupun pada tingkat pelaksana, baik di dalam pemerintahan
maupun di luar pemerintahan, di lembaga legislatif dan di level masyarakat, di
negeri ini, dukungan demikian merupakan sebuah urgensi yang tak boleh ditawar-
tawar dan bukan sekedar urusan pencitraan diri.
Menyelesaikan masalah anak terlantar bukanlah pekerjaan yang mudah.
Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan
keseriusan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan pada anak agar tidak lagi
mereka merasakan pahitnya hidup di dunia ini. Kesejahteraan anak ini dinyatakan
dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan
penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya
dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial19.
Sudah saatnya pemerintah melipatgandakan upaya untuk menanggulangi
persoalan anak terlantar di negeri ini. Anak terlantar di sudut-sudut lampu merah
hanyalah satu potret buram di antara ribuan bahkan jutaan kisah orang-orang
19 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Jakarta:
Kencana, 2010).
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miskin di negeri ini. Jangan negara hanya bersifat pasif saja atau hanya sebatas
nachtwachterstaat (negara penjaga malam) terhadap permasalahan sosial yang
dialami oleh anak-anak terlantar20. Sementara yang perlu diingat, “Keteraturan
dalam sebuah bangsa bukan dilihat dari jumlah milyuner yang dimiliki, tetapi dari
ketiadaan bencana kelaparan di masyarakatnya,” Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 menunjukkan niat dan tujuan membentuk negara kesejahteraan yang
berbunyi ”........ Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah, mewujudakan kesehteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa21.
20 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2005), h. 24.
21 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2011),
hal. 87.
